





Sejak Rabu, 14 Mei 2014, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan
iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di
luar sidang pengadilan”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
NOMOr 26/PUU-XI/20T3 ....oiiiiiiiieiee ettt

Sejak Senin, 13 Desember 2004, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006
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BAB I
PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN
PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana
yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan
setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang

dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.!
(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung

dan Menteri.
Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;
tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

f.  lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus
pada kantor Advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan

mempunyai integritas yang tinggi.

Sejak Selasa, 23 Mei 2017, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan
keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal

terakreditasi B”, berdasarkan Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016
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(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan
praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumpah
Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah
menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh
di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili

hukumnya.?

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia;

- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung
atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau
cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan
barang sesuatu kepada siapapun juga;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai
pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan
bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di
dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan

2 Sejak Rabu, 30 Desember 2009, frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat
sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini
secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”, berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VI1/2009.

Kemudian sejak Selasa, 29 September 2015, frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum
menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu
PERADI dan KAI”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XI11/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015
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atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat
pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan
atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang
atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan,
martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan
pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara
yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada

tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

(2) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan
dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi
Advokat.

Bagian Ketiga
Status
Pasal 5

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri

yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara

Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Penindakan
Pasal 6
Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :
a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap
lawan atau rekan seprofesinya;

c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan
pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap
hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
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berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban,

kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan dan atau perbuatan tercelga;

melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi
Advokat.

Pasal 7

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat

berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

¢. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga)
sampai 12 (dua belas) bulan;

d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat
dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan

Organisasi Advokat.

Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan

kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan

Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau
pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan

penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.
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Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya
oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi,
dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya
secara tetap karena alasan:
a. permohonan sendiri;
b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau

c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak
menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat

(1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan
tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB Il
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi

NN
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Pasal 29

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik
profesi Advokat bagi para anggotanya.

(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.

(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan
pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada

Mahkamah Agung dan Menteri.
(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi

kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan

magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan
praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30
(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat

adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang
ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31
Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi
S5bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.?

4 Sejak Senin, 13 Desember 2004, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I1/2004
\X
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